Menimbang

Mengingat

BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan rencana kerja

pembangunan daerah yang perlu discsuaikan kembali dengan
asumsi, pergescran pagu kcegiatan antar perangkat daerah,
penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan
pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2021, maka Rencana Kerja Pembangunan
Dacrah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 perlu dilakukan

perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pcrubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959

Pembentulkan Tingkat 1l
Sumatera Sclatan (Lembaran Negara Republik  Indonesia

tentang

Daerah dan  Kotapryja  di

Tahun 1959 Nomor 73, Tuambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanoan  Pembangunan Nasional  (Lembaran Negarm
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lemboran Negara Republik Indonesia Nomor 402 1);

Dipindal dengan CamScanner



3.

10.

12,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintnh Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran  Nepara  Republik  Indonesia  Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 1438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 5587) scbagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik [ndoncsia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomar 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemcrintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
lentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Dacerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Pernturan Dacrah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang  Dacrah  don Rencana Pembangunan  Jangka

Menengah Dacerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
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Menetapkan

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor1312);

Peraturan Menleri Dalam  Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem  Informasi Pembangunan  Daerah  (Berita

Nepgara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasilikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keunnpgan Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 825);

Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2018-2023 (Lecmbaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah  Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2021 (Bernta Daerah Provinsi

Sumatcra Selatan Tahun 2020 Nomor 59);

Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalnh Knbupaten Muara Enim,

2.
3.

Pemerintah Kobupaten  adalah Pemerintah
Muara Enim.

Kabupaten adaloh Kabupaten Muara Enim,

Rabupaten

4, Bupati adalah Bupati Muara o,
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5. Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  yang  sclanjutnya

disingkat RKPD adnlah dokumen perencanann daerah untuk

periode 1 (satu) tahun dan merupakan rencana  kerja

pemerintah daerah atau disebut dengan reneana pembangunan

tahunan daerah.
6. Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  yang

selanjutnya disingkat RPIJMD adalah dokumen perencanaan

daerah untulk periode 5 (lima) tahun.

BAB 11
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

1. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Dacrah yang

selanjutnya disingkat Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil cvaluasi pelaksanaannya dalam tahun

berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan, meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, Rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun

berjalan.

2. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah dan Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara.

3. Dokumen naskah Perubahan RKPD disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

a.

b. BABIl EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021 SAMPAl
DENGAN TRIWULAN II;

¢. BABIII KERANGKA EKONOMI DAN  KEUANGAN
DAERAIL;

d. BABIV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAIL,

e. BABYV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

dan
. BAB VI PENUTUP
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Pasal 3

Isi  dokumen serta  urainn Perubahan RKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tereantum  dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini,

BAB 111

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah

Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 6 Septeczber 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.
Dr. H. NASRUN UMAR S.H., M. M.

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 6 Septesber 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

ato
EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATIEEN MUARA ENIM TAHUN 2021 NOMOR 22,
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